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KATA PENGANTAR

Pelayanan Publik (Public Service) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi
Aparatur Sipill Negara (ASN) sebagal abdi masyarakat dan abdi negara. Pada hakekatnya
pelayanan publik dimaksudkan unmtuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian
palayanan publik diartikan sebagal pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakal
yang mempunyal kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berbagai cara telah dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik,
namun penyelaenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakal karena
masih belum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakal. Seiuruh pendekatan yang
dipergunakan selama ini dalam upaya perbalkan pelayanan hanya berdasarkan kepada
parintah sebagal penyedia layanan semata-mata, tdak dipadukan dengan keinginan dan
kabutuhan masyarakat sabagal pengguna layanan.

Atas pemikiran tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Matuna, selaku salah sstu OPD yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan
publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, merasa perlu untuk melakukan evaluas
pelayanan secara berkala terhadap kinerja OPD, sebagal OPD Penyedia Layanan Publik
(Public Services Provider). Sehubungan dengan ltu, pada Tahun 2021 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipll Kabupaten Natuna telah melakukan analisis Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM). Melalui hasil analisis SKM ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagl
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Matuna dalam meningkatkan kualitas
palayanan, akuntabiitas dan mewujudkan kinera penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Sehingga dimesa yang akan datang kepercayaan masyarakal kepada Pemaerintah
Kabupaten Natuna khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Matuna semakin bertambah baik.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan Tim Penyusun
SKM yang telah banyak membantu hingga tersusunnya Laporan Hasil Penyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun
2022.
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BAE |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan
penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, antara lain dengan
melakukan penyusunan survey Kepuasan Masyarakal (SKM), Penyusunan SKM
berfujuan untuk mengetahul tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai
bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik secara berkelanjutan. Hasil penyusunan SKM akan menjadi bahan penilaian
terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong bagi
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Natuna untuk meningkatian
kualitas pelayanannya. Hasil penyusunan SKM merupakan data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang dipercleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan darl Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan
antara harapan dan kebutuhannya.

Masih banyak dijumpal kelemahan-kelemahan penyelenggaraan pelayanan
publik yang dilakukan oleh ASN, sehingga belum dapat memanuhi kuaiitas pelayanan
yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandal dengan masih adanya berbagal keluhan
mayarakal yang disampaikan baik melalui media massa, sosial maupun secara
perorangan, akibatnya dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap keberadaan
ASN. Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena
u, petayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap
unit pelayanan/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten MNatuna, karena kualitas
kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat.
Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dar masyarakat
dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya,
saperfi prosedur dan mekanieme kera pelayanan yang berbelit -belit, tidak
konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan
prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, wakiu dan biaya)
serta masih banyak dijumpal praktik pungutan liar dan tindakan-tindakan yang
berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lsin, penyelsnggaraan pelayanan publik
yang dilaksanakan oleh ASN dalam berbagal sekior pelayanan, ternyata kineranya
masih belum seperti yang diharapkan. Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah
di mata masyarakat masih dipandang kurang memadal. Seharusnya di era otonomi
daerah sekarang ini, lebih dekat dan memahami kebutuhan masyarakat serta labih
bersifat melayani.



1.2

1.3.

1.4.

Oieh karena itu, diperlukan paradigma baru dan sikap mental yang barorisntasi
melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetashuan dan
keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri, antara lain
haspitality (keramah tamahan dalam pelayanan).

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah
mengaluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini
Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakal Dinas Kependudukan Dan Pancatatan
Sipil Kabupaten Natuna telah melakukan Pengukuran terhadap Tingkat Kepuasan
Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam meningkatkan kualitas pelayanan
diperdukan langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan pelayanan publik
melalui Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat.

RUMUSAN PERMASALAHAN

Adapun parmasalahan yang ingin dijawab dalam kegiatan inl adalah sefauhmana
kepuasan masyarakal alas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Matuna dalam memberikan pelayanan publik yang sudah diamanatkan oleh
Undang-Undang.

TUJUAN

Survel Kepuasan Masyarakat (SKM) inl dilakukan dengan tujuan uniuk
mengetahui  tingkat kepuasan masyarakat sebagal pengguna |ayanan dan
meaningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten MNatuna akan memberkan pelaysnan terbaik demi

kepuasan masyarakal sebagai pengguna layanan.

RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Survel Kepuasan Masyarakal berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017,

meliputi ;

1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

2. Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagl pemberi dan panerima
palayanan, termasuk pengaduan;

3. Wakiu Pelayanan, adalah jangka wakiu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dan setiap jenis palayanan;

4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kKepada penerma |ayanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besamya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat,



5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang dibenkan dan
diterima sesuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
mediputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan,

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

8. Sarana dan prasarana, yaltu semua fasilitas yang mandukung aktivitas pelayanan
publik untuk kelancaran dan kenyamanan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama dan lerpenting dalam
penyelenggaraan Pemerntahan (LAN, 2006:56). Untuk itu hendaknya seliap arganisasi
pemerintah  hendaknya terus memberkan perhatian kepada bagaimana
penyelenggaraan pelayanan publiknya. Sehingga penyelenggaraan pelayanan publik
dapat berelan sebagaimana mestinya yang mampu memenuhl harapan masyarakat
Mulyanto (2008) berpendapat bahwa pelayanan publik dapat dilihat darl beberapa sisi,
yaitu sisi ekonomi, politik, hokum, dan sosial budaya Perbedaan masing-masing
pengeartian tersebut terletak pada karakteristik bidang yang menjadi penekanannya.
Pemerintah telah memahami arli penting dar pelayanan publik ini. Untuk itu Pamerintah
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. UL No. 25 Tahun 2009 ini diharapkan
mampu menjadi lendasan hukum sekaligus panduan dalam pelayanan publik yang
dilakukan oleh Pamerintah.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 disebulkan bahwa pelayanan
publik merupakan kegiatan atau rangkalan kegiatan dalam rangka pemenuban
kebutuhan pelayanan sesual dengan peraturan perundang-undangan bagl setiap warga
Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang
disediakan oleh penysienggara palayanan public Pada pelaksanaannya
penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya terus menerus di evaluasl untuk melihat
bagaimana kinena dari penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Menurut Ratminto
dan Winarsih (2009) yang telah menyimpulkan berbagai leori mengenal pengukuran
kinerja palayanan publik, menjelaskan bahwa pengukuran kinerja harus menggunakan
dua jenis ukuran, yaitu ukuran yang berorientasi pada proses dan yang berorientasi pada
hasil.

Sebagai implementasi dari UU No. 25 Tahun 2008, maka Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Momor 14 tahun 2017 yang
merupakan perubahan ketiga tentang Survel Kepuasan Masyarakat (SKM)

Adapun Ukuran yang berofiantasi pada hasil setidaknya dapat di ukur dengan kriteria

sebagal berikut:

a. Efektivitas yang merupakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam
bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi
pencapalan tujuan organisasai ini harus juga mengacu pada visl organisasi.

b. Produktivitas yang merupakan ukuran yang menunjukan kemampuan pamerintah
dalam menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.



c. Efisiensi yang merupakan perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan,
Idealnya Pamerintah harus menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu dengan
masukan (biaya dan wakiu) yang minimal mungkin. Dengan demikian, kinerja
Famarintah akan menjadi samakin tinggl apabila tujuan-tujuan yang talah ditetapkan
dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang semurah-
murahnya.

d. Kepuasan yang mefupakan ukuran seberapa jauh Pemerintah memenuhl kebutuhan
masyarakat.

& Keadilan yang merupakan cakupan atau jangkawan kegiatan pelayanan yang
dibarikan oleh Pemerintah harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi vang
merata dan diperiakukan secara adil.

Adapun ukuran yang berorientasi pada proses adalah sebagai barikut:

i. Responsivitas merupakan kemampuan Pemernntah untuk mengenali kebutuhan
masyarakal, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan
program-program  pelayanan yang sesual dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakal Secara singkat dapat diketakan bahwa responsivitas ini mengukur daya
tanggap pemerintah terhadap harapan, keinginan dan aspirasi seria kebutuhan
masyarakat.

b. Responsibilitas adalah ukuran yang manunjukan seberapa basar tingkal kesesuaian
antara penyelanggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur
yang telah ditetapkan

c. Akuntabilitss adalah ukuran yang menunjukan seberapa besar fingkat kesesuaian
antara penysienggaraan pemeriniah dengan ukuran-ukuran sksternal yang ada di
masyarakal dan dimiliki olah stake holders, seperli nilai dan norma yang barkembang
dalam masyarakatl

d. Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukan daya langgap organisasi terhadap
tuntutan perubahan yang terjadi dilingkungannya.

8. Kelangsungan hidup adalah seberapa jauh pemerintah atau program pelayanan
dapat menunjukan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam
barkompetisi dengan daarah atau program lain.

{. Keterbukaan atau transparansi yang merupakan penginformasian proseduritatacara
penyelenggaraan pemerntahan sehingga mudah diketahul dan dipahami oleh
masyarakal baik diminta maupun tidak diminta.

g Empati merupakan parakukan atau perhatian pamerintah atau penyelanggara jasa
palayanan terhadap isu aktual yang sedang berkembang.

Pada ukuran kinera tersebut dijelaskan bahwasanya salah satu ukuran kinerja
penyalenggaraan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakal Untuk itu perlu kiranya
penyelenggara pelayanan public memperhatikan bagaimana kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang diselenggarakannya.



24.2. KEPUASAN MASYARAKAT

Menurut Yunus (2001) kepuasan masyarakal merupakan evaluasi beli dimana
atternative yang dipilih sekurang - kurangnya sama atau melampaul harapan pengguns
(Engel, 1990). Kepuasan pengguna adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinera (hasif) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya
(Kotler, 1996 dalam Yunus,2001). Sebagal kesimpufan Yunus 2001 menjelaskan
kepuasan masyarakal merupakan lingkat perasaaan masyarakal seteiah
mambandingkannya dengan harapan. Menunt Donovan dkk(2001) kepuasan
masyaraket merupakan hasil dari perbandingan antara ekspekiasi darl petayanan yang
diterima oleh masyarakal dengan persepsi mereka terhadap pelayanan tersebut
Berdasarkan pengerian-pengertian tersebul kepuasan masyarakal merupakan
perbandingan antara harapan dari pelayanan publik yang diberikan dengan kinera dari
palayanan publik tu sendiri. Kepuasan masyarakat dapat dicapal ketika persepsi dari
pelayanan publik yang mereka terima sesuai dengan ekspekiasi mereka. Kstika
sebaliknya akan menyebabkan ketidak puasan (Donovan dkk, 2001),

Beberapa teori yang menjelaskan mengenai kepuasan masyarakal menurut
Donovan dkk. (2001) adalah sebagai berikut:

a, Equity Theory. Pada teor ini kepuasaan terjadi ketika masyarakal merasa bahwa
oulcome atau hasi dan pembelian barang maupun pelayanan dalam cara yang sama

seimbang dengan input yang dipergunakan untuk mendapatkan barang atau
pelayanan tersabut,

b. Attribution Theory. Pada teori inl kepuasan diperoleh dari hasil dari bagaimana
perolehan proses perolehan pelayanan publik tersebut, apakah sukses maupun
gagal. Dan penyebab dari proses perolehan tersebut berssal dan faktor intemnal,
sepertl kemampuan masyarakal melakukan usaha untuk memperoleh, atau fakior
eksternal separll usulan masyarakat terhadap pelayanan publik yang spesifik dan
pelayanan selektif atau kebaruntungan.

c. Parformance Theory. Berdasarkan dari pendekatan kepuasan masyarakal yang
langsung berhubungan dengan karakteristic dar produk stau pelayanan, sehingga
kepuasan dapat diukur secara objekiif.

Saperti yang dijelaskan sebalumnya, sajatinya kepuasan masyarakat merupakan
perbandingan antara harapan dari masyarakat akan kinera pelayanan publik dengan
kinerja dan pelayanan publik itu sendii. Harapan masyarakat dapat dibentuk dari
beberapa hal (Donovan dik, 2001), seperti:

a Kebutuhan individu. Satiap penpguna pelayanan publik akan memiliki kebutuhan
individu yang diharapkan dapat dipenuhi. Hal ini kemungkinan akan berbeda antar
pelayanan dan antar masyarakat itu sendir.

b. Pengalaman sebslumnya yang membentuk ekspekiasi Sebagai contoh, jika
seseorang mendapatkan kepuasan dari pelayanan publik A akan memiliki ekspekiasi
yang tinggi terhadap pelayanan publik A.



¢. Perkalaan dan media kemunikasi. Pengalaman dari teman dan keluarga, dan opini
darl mereka di media akan penting membentuk ekspektasi dari pelayanan.

d. Komunikasi dari penyelenggara pelayanan. Materi tercetak dan perkataan dar
panyelanggara pelayanan askan memberikan dampak vang langsung terhadap
ekspakstasi. Terkadang sangat cepat, hal ini mungkin sangat penting untuk tidak
meningkatkan ekspekiasi yang tinggi dan memberikan penilaian yang realistik kepada
pengguna pelayanan yang mungkin menerima.

&. Komunikasi implisit. Sabagai contoh penampilan dari gedung akan menjadi pedoman
terhadap kualitas pelayanan yang ada di dalamnya. Sudah seharusnya tampilan
Sarana dan prasarana yang bagus tentunya harus dilkuti cleh pelayanan manusia
didalamnya.

f. Reputasi pelayanan iu sendiri. Reputasi dari pelayanan secara lebih luas akan
meningkatkan dan menurunkan ekspekiasi tentang pelayanan publik. Reputasi dari
pelayanan dibentuk dar persepsi individu darfd pengalamannya dan reputasi dan
pemerintah ity sendiri.

g Kepercayaan personal dan nilal. Sebagai conioh pendukung dari pelayanan publik
kemungkinan lebih memaafkan terhadap buruknya pelayanan publik yang diberikan,

h. Kondisi alamiah dari kelompok pengguna. Hal ini termasuk kelas sosial, umur, dan
bahkan kesukuan dar kelompok pengguna yang akan mempengaruhi ekspektasi
pengguna.

Sedangkan ukuran kinerja pelayanan publik salah satunya dapat dilihat dari SERVQUAL,

yang diukur dalam bebarapa kategorisasi (Donovan dkk, 2001):

a. Tangiblas, yang marupakan bentuk fisik dari fasilitas dan peralatan yang tersedia dari
unit pelayanan, penampilan dan pelaksana, dan seberapa mudah unituk dapal
memahami material komunikasi,

b. Realibiitas, yang merupakan kinerja pelayanan seperti yang dijanjikan secara bebas
dan tidak tergantung dengan hal lainnya;

e, Responsivitas, membaniu masyarakat dan menyediakan pelayanan yang baik kepada
masyarakat;

d. Assurance, memberikan rasa aman dan kepercayaan,

&. Empathy, Memberikan perhatian individu dan pealayanan individu kepada masyarakat,

f. Recovery, Mampu memperbaiki ketika terjadi permasalahan.

Page dkk. (2004) menyatakan bahwa ada beberapa fakfor kunci yang dapat

mempengaruhi kepuasan masyarakat :

a. Delivery, Bagaimana pelayanan publik menghantarkan hasil kepada masyarakat
sebagaimana yang telah dijanjikan dan bagaimana pengelola pelayanan publik
tersabut mengatasi setiap parmasalahan yang mungkin timbul;



b. Timefiness. Bagaimana pelayanan publik merespon secara cepal tentang
bagaimana hubungan dengan konsumen dan berhubungan dengan hati secara
cepat tanpa melewatinya diantara staf,

¢ Profesionalism. Staf memiliki kompetensi dan memperlakukan konsumen secara
adil;

d Information. Informasl yang diberikan kepada konsumen akurat dan komprehensif
dan mereka tetap dinformasikan mengenai perkembangannya;

¢, Staff affitude Perilaku staf seperti keramahan, sopan, dan simpatl terhadap
semua kebutuhan masyarakat.

Faktor - faktor lain yang dapat mempengaruhl kepuasan masyarakal (Donovan dkk,

2001):

a. Faktor yang memberikan ketidak puasan, Jika faktor-fakior tersebut dirasakan tidak
cukup, maka ketidakpuasan akan terjadi, akan tetapi paningkatan kinerja melebihl apa
yang diharapkan lidak serta meria akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

b. Faktor yang memberikan kepuasan. Merupakan faktor-faktor yang ketika dilakukan
perubahan lebih baik dar sebelumnya akan menyebabkan meningkainya persepsi
Jika faktor ini tidak ada maka akan berpengaruh sedikit terhadap kepuasan
masyarakal.

¢, Fakior kritis merupakan fakior yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan.

d. Faktor netral yang tidak terpengaruh terhadap adanya perubahan-perubahan.

Bagaimanapun, pengukuran dar kepuasan masyarakat terjadl banyak variasi atau

bervariatif. Kafika pengukuran itu tidak baik akan mengarah kepada perencanaan yang

tidak baik pula dan pada akhirmya mengarah kepada kesalahan alokasi dan sumberdaya
dan akan menyebabkan ketidak efektifan kegiatan peningkatan kuaslitas pelayanan
pubilik.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Untuk menghindan adanya variasi pengukuran kKepuasan masyarakat,
Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Momor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat (1KM)
sebagaimana diatur dalam Pemmenpan tersebut merupakan data dan informasi
mengenal tingkal kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pangukuran secara
kuantitatii dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan darn
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya. Adapun sasaran dari IKM tersebut adalah
a. Tingkat pencapaian kinerja unil pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat,
b. Panataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat
dilaksanakan secara leblh berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna,



¢ Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serla masyarakal dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh karena adanya data IKM adalah :

a Di ketahul kelemahan atau kekurangan dar masing-masing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Di ketahui kinefia penyelenggaraan pelayanan yang lelah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang periu
dilakukan;

d. Diketahui indeks Kkepuasan masyarakal secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah,



BAB Il

PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan beberapa peraturan:

a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang
Padoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kabupaten / Kota,

b. Peraturan Daerah Kabupaten Matuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor
6 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Natuna Nomor 3
Tahun 2017 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 6 ).
Berdasarkan kedua peraturan tersebut praktis Dinas Kependudukan dan Pencalatan
Sipil Kabupaten Matuna memiliki tugas pokok: "Membantu Bupatli melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan lugas pembantusn di Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan fungsi sebagai berikut
a. Perumusan kebijakan di Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pamanfaatan data;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipll dan dan Pemanfaatan
data;

c. Pelaksanaan evaluasl dan pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Pemanfaatan data;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Kependudukan dan Pencalatan Sipil dan
Pemanfaatan data;

o. Palaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
terdin atas 1 Kepala Dinas , 1 Sekretaris, 2 Sub Bagian, 3 Bidang, dan 8 Jabatan Fungsional.
Saat inl Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Natuna telah memberikan
pelayanan untuk :

a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang melipufi :
- Surat Keterangan Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Kota dan Provins! (WHNI)
- Surat Pindah Datang Penduduk Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi (VWNI)
- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) Warga Negara Asing
(WNA) / Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Warga Negara Asing
- Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia.
- Penarbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Warga Nagara Indonesia.
b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipll yang meliputi .
- Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim
- [Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- Penerbitan Kutipan Akta Kematian
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Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Non Musiim
Panerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak
Panerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
Perubahan Status Kewarganegaraan.

Fengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Permohonan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan.
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
Pengelolaan Kenasama dan Inovasi Pelayanan.
Pengaduan Masyarakat Secara Langsung

Pangaduan Masyarakat Secara Online.
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BAB IV
METODOLOG!

4.1 TAHAPAN KEGIATAN

Penyusunan SKM untuk pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pancatatan Sipil Kabupaten Natuna dilaksanakan 2 (dua) Kali dalam kurun wakiu satu
Tahun yang merujuk pada Peraturan Menterl Pandayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kapuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tersebut, pelaksanaan SKM ferdin atas beberapa tahapan penting, yaitu :

Tahap pertama, persiapan. Pada tahap persiapan dilakukan tiga kegiatan, yaitu
penetapan pefaksana, penyiapan bahan, dan penetapan responden, lokasi, dan waktu
pengumpulan data. Penetapan pelaksana dilakukan dengan membentuk tim penyusunan
SKM yang terdin atas Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota. Adapun bahan utama yang
peru dipersiapkan adalah kulsioner yang telah sesual dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017,
Adapun responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah
masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan SKM,
responden yang dipllih ditetapkan 100 orang dari jumiah populasi penerima pelayanan.
Lokasi pelaksanaan Survel Kepuasan Masyarakal adalah di Kabupaten Natuna
Sedangkan wakiu pelaksanaan SKM sendid adalah Semester 1 bulan Januari s/d Juni
2022 dan Semester 2 bulan Juli s/d Oktober 2022

Tahap kedua, pelaksanaan pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan
pengumpuian data dengan menyebarkan kuisioner oleh tim penyusunan SKM kepada
responden dilokasi dan wakiu yang telah ditentukan.

Tahap ketiga, pengolahan data. Seteish data terkumpul, pada tahapan ini
dilakukan pengolahan data. Mekanisme pengolahan data sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017.

Tahap keempat laporan penyusunan Indeks. Pada tahapan inl dilakukan
penyusunan SKM. Dalam tahap inl penyusun harus cermat dalam setiap kegiatan yang
dilakukan dan dianalisis, agar nantinya didapat hasil yang maksimal dan kridibel untuk
disajikan kepada yang berwenang.

4.2 UNSUR
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 terdapat 8 unsur pelayanan publik yang di survel. Adapun 8 unsur
tarsabut adalah:
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1. Persyaratan, adalah syaral yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosadur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagl pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Wakiu Pelayanan, adalah jangka wakiu yang diperiukan untuk menyelesaikan seiuruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima |ayanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakalan antara penyelenggara dan masyarakat;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dan setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Penlaku Pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana, adalah semua yang berkaitan dengan fasiiitas umtuk
kelancaran dan kenyamanan pelayanan,

4.3. RESPONDEN

Adapun responden yang disurvel dipilih secara acak sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017,

Responden merupakan penenma layanan publik yang pada saat pencacahan sedang

berada di lokasi unit pelayanan atau dalam hal inl adalah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Matuna sebanyak 100 responden, atau yang pernah

menerima pelayanan darl aparatur penyelenggara pelayanan, selama kurun wakiu

Samester | dan Semester |l Tahun 2021.

4.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Adapun melode pengumpulan data dilakukan sesual dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Pengumpulan data dilakukan melalul wawancara kepada responden yang dilakukan oleh

tim penyusunan SKM dan melalui kuisioner pengisian langsung yang dilakukan oleh

respongen
4.5. BENTUK JAWABAN

Adapun beniuk jawaban yang disampalkan oleh responden sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas| Birokrasi Nomor 14 Tahun

2017, Bentuk jawaban kuisioner dari sefiap unsur pelayanan secara umum

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu yang sangat baik sampal dengan tidak

balk. Untuk kategeri tidak baik diberi nilai parsepsi 1, kurang baik diberi nilal persepsi 2,

baik diberi nilai persepsi 3, dan sangat baik diberi persepsi 4.
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4.5.

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Adapun bentuk pengolahan dan analisis data dilakukan sesual dengan Peraturan
Manteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017, Nilal IKM dengan menggunakan "nilal rata-rata terfimbang” masing-masing unsur
pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap
unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagail berikul .

Jumilah Bobot 1 834
fﬂmlﬂhﬂruﬂr!']: ’

Bobot nilai rata — rata terimbang =

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata
tertimbang dengan rumus sebagal berikut :

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
Total unsur vang terisi

iIKM = x Nilai Penimbang

4.7.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian KM yaitu antara 25-100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai 25 dengan rumus sabagal berikut :

IKM Unit Pelayanan = IKM x 25

Mengingat unit pelayanan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka satiap unit

pelayanan dimungkinkan untuk ;

a. Menambah unsur yang dianggap relevan. Hal ini tidak dilakukan mengingat 9 unsur
pelayanan telah dianggap sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 8 unsur yang dominan dalam unit
pelayanan, dengan catatan jumiah bobot seluruh unsur tetap 1. Pada penyusunan
IEM ini tidak dilakukan pemberian bobot vang berbeda.

KATEGORISASI HASIL PENGUKURAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, dan melalsi proses yang panjang seria melalui

rumusan yang tertera di atas, maka hasil tersebut dapat dikategorisasikan separti yang

tersaji dalam tabel 4.1 pada halaman berikut :

Tabel 4.1
Milai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit
Pelayanan
Nilai Perse Nital Interval | Nilai Interval Kinerja Unit
. IKM Konversi Ikm | Mutu Pelayanan | oo\ anan
1 1,00-1,75 25 00 - 64,99 D Tidak Baik
2 1,76-2.50 65.00 - 70,01 C Kurang Baik
3 251325 70.01 - 88,30 B Baik
4 3,26-4,00 B8,31-100,00 A Sangat Baik
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4.8. PENGUJIAN KUALITAS DATA
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner,
disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan
kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, Informasi ini dapat digunakan
untuk mengetahui prifil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagal
bahan analisa objektivitas.

4.9. PRA HASIL PENILAIAN RESPONDEN

Sebelum mengetahul hasil penilaian responden terhadap 9 unsur pelayanan yang telah
ditertukan tersebut diatas, perlu diketahul terlebih dahulu bagaimana karakieristik
responden itu sendir, yang bisa dilihat dari 4 faktor, yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan
dan pekeraan namun dalam survey ini tim Survey Kepuasan Masyarakat Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Matuna mengambil 2 faktor karakteristik
responden hal ini dianggap sudah cukup mewakili. Dari survey yang dilaksanakan pada
Semaster | Tahun 2022 jumiah kussioner 100 seluruhnya tensis 100 kuesioner dan hasil
survey Semester || Tahun 2022 dengan jumiah kuisioner 100 hanya 29 kuisioner yang
disampalkan sementara untuk 1 kuisoner tidak dikembalikan oleh responden. Hal ini
barkaltan eral dengan cara mereka membuat keputusan dalam melakukan penilaian
terhadap pelayanan yang mereka terima. Untuk memberikan kejelasan yang detall maka
berikut kami buatkan dalam bentuk tabel,

Berikut kami sajikan tabel 4.2 Karakierstik responden pengunjung ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2022, sebagaimana
tertera pada halaman berikut -

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Pengunjung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Natuna Semester | Tahun 2022

No. Karakteristik Indikator Jumiah
1. | Jenis Kelamin ' Laki 45
Perempuan ES
2. | Pendidikan sD 12
SMP 8
SMA 47
51 29
52 3
3. | Jumlah Responden 100

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas, beberapa hal yang ditemukan sebagai berikut :
1. Jenis Kelamin terbanyak adalah Laki-laki (45%), perempuan (55%), arlinya bahwa

perempuan mendominasi untuk mendapatian layanan.
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2. Pendidikan responden terbanyak adalah SMA (479%), artinya menggambarkan bahwa
tingkat pengetahuan masyarakat yang menggunakan layanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Matuna, menengah keatas.

Karakteristik Responden Pengunjung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4.3

Kabupaten Natuna Semester Il Tahun 2022

No. Karakteristik Indikator Jumlah
1. | Jenis Kelamin Laki 55
Perempuan 44
2. | Pendidikan SD 10
SMP B
SMA 58
al 22
852 1
3, | Jumiah Responden 99

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 di atas, beberapa hal yang ditemukan sebagai benkut :
1. Jenis Kelamin terbanyak adalah Laki-laki (55%), perempuan (44%), artinya bahwa
lakl-lakl pada Semester || ini mendominasl untuk mendapatkan layanan.
2. Pendidikan responden terbanyak adalah SMA (58%). artinya menggambarkan bahwa
tingkat pengetahuan masyarakat yang menggunakan layanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, menengah keatas.

Tabel 4.4

Hasil Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Natuna
Semester | Tahun 2022

No. Unsur Pelayanan Ri:mu Konversi
U1 | Persyaratan Pelayanan 330 82,50
U2 | Prosedur Pelayanan 3,44 88,00
U3 | Wakiu Pelayanan 3,30 82,50
U4 | Biaya/Taril 3.94 98,50
US | Produk Spesifikasi Pelayanan 3,33 83,25
US | Kompetensi Pelaksana 343 85,75
U7 | Perilaku Pelaksana 3,48 86,50
U8 | Sarana Dan Prasarana 3,38 84,00
Ls Fen n aduan, Saran dan

e e 2| w0
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Tabel 4.5

Hasil Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Semeater Il Tahun 2022

Sipil Kabupaten Natuna

Nilai

No. Unsur Pelayanan Ratafiaty | (VORI
U1 | Persyaratan Palayanan 347 86,75
U2 | Prosedur Pelayanan 3,46 86,50
U3 | Wakiu Pelayanan 338 B4 55
U4 | Biaya/Tarif 3,89 87,25
U5 | Produk Spesifikasi Pelayanan 3,46 86,50
UG | Kompetensi Pelaksana 3.48 87,00
U7 | Perllaku Pelaksana 3.44 86,00
U8 | Sarana Dan Prasarana _— 342 85,50
Ug | Penanganan Pengaduan, Saran dan 3,02 98,00

Masukan
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5.1

BAB V
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

HASIL PENYUSUNAN SKM

Setelah dilakukan pengolahan data terhadap seluruh kuisioner yang masuk maka dapal
diperoleh nilai SKM untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
pada Semaster | Tahun 2022 adalah 85,30, sadangkan pada Semaster |l Tahun 2022
adalah 87 81 darl dua priode tersebut tidak banyak mengalami perubahan yang
signifikan jadi yang diambil pada hasil SKM tahun 2022 adalah pada Semester Il Tahun
2022 dengan tidak mengesampingkan hasil SKM pada Semester |, jika mengacu pada
kategorisasi hasil pengukuran SKM maka berdasarkan nilal dua Semester tersebut dapat
disimpulkan bahwa kinera Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Matuna pada semester | Baik dengan mutu pelayanan B dan pada Semester || dengan
mutu pelayanan B. Laporan hasil Pengoiahan Survey Kepuasan Masyarakat Per
Responden dan Per Unsur Pelayanan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. Adapun nital
rata-rata per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel 5.1 barikut ini.

Tabel 5.1
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Semester | Tahun 2022

' Nilai Mutu Kinerja Unit
No Unsur Pelayanan Nilai K i | Patavanan Pelaya
1 Persyaratan Pelayanan 3,30 82.50 B Baik
2 Prosedur Pelayanan 344 | BBOO B Baik
3 Wakiu Pelayanan 3,30 82,50 B Baik
i Biaya/Tarif 3,84 88,50 A Sangat Baik
Produk Spesifikasi
-] Pailivarisn 3.30 83,25 B Baik
8 Kompetensi Pelaksana 343 B5,75 B Baik
T Perilaku Pelaksana 3,48 B&,50 B Baik
a Sarana dan Prasarana 3,80 B4,00 B Baik
Penanganan Pengaduan,
g Saran dan Masukan 382 85,50 A Sangat Baik
Nilai Rata - rata tertimbang 3,452
Indeks Kepuasan Masyarakat BE,30 B BAIK

Sumber : Data sekunder diclah
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Tabel 5.2
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Semester Il Tahun 2022

Nilai Mutu Kinerja Unit

No Unsur Pelayanan Nilal | o nversi | Pelavanan Paliiia
1 Persyaratan Pelayanan 3.47 BE.75 B Baik
2 Prosedur Pelayanan 348 86,50 B Baik
3 Waktu Pelayanan 338 | B4T5 B Balk

| 4 Biaya/Tarif 389 | 9725 A Sangat Balk

Produk Spesifikasi
5 Paiayanan 348 86,50 B Baik
8 Kompetensi Pelaksana 348 87.00 B Baik
7 Perilaku Pelaksana 3,44 88,00 B Baik
8 Sarana dan Prasarana 342 85,50 B Baik
Penanganan Pengaduan, )
g Sarun thon M sciar 3,92 88,00 A Sangat Baik
Nilai Rata - rata tertimbang 3,512

Indeks Kepuasan Masyarakat 8781 B BAIK

Sumber ; Data sekunder diolah

5.2 PEMBAHASAMN
Berdasarkan tabel 51 Semester | Tahun 2022 diatas diketahui bahwa nilai unsur
Biayaftarif adalah Biaya yang dikenakan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Matuna
memiliki nilai tertinggl, unsur tersebut memperoleh nilai unsur 3,84, artinya para
pemohon layanan telah mengetahul bahwa kepengurusan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipll tidak dipungut blaya atau gratls dan Sedangkan nilal unsur terendah
dimiliki oleh unsur persyaratan dan waktu pelayanan 3,30, yang perlu menjadi point
perhatian, bahwa persyaratan dan waktu pelayanan masih dianggap terlalu rumit dan
waktu menunggu yang masih terlalu lama.
Berdasarkan tabel 52 Semester Il Tahun 2022 diatas diketahui bahwa nilai unsur
Biayaftarif adalah Biaya yang dikenakan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan
pencalatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Natuna
memiliki nilal tertinggi, unsur tersebut mempercleh nilai unsur 3,92, artinya para
pemohon fayanan telah mengetahui babwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Natuna telah memilki pengaduan dan penanganan pengaduan dan
Sedangkan nilal unsur terendah dimiliki oleh unsur wakiu pelayanan 3,38, waktu
pelayanan merupakan paint yang peru menjadi perhatian oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna karena dipandang masih lambat.
Parmasalahan yang terkait dengan pengurusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Natuns berdasarkan hasil wawancara dengan responden
diperoleh informasi sebagai berikut :



1. Petugas Front Office belum maksimal dalam memberkan layanan dan hal ini periu
mendapat pengawasan dari Kepala Bidang yang membawahinya. Diharapkan agar
tidak jenuh, maka pariu rotasi atau ganti shif agar celah waktu tidak hilang/oss dan
pariu dibarikan pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis.

2. Perlu Sosialisasi yang terus berkelanjulan dar tingkat Kecamatan sampal ke
Desa/Melurahan tentang kemudahan-kemudahan layanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Dalam perjalanan wakiu bahwa Unsur Pelayanan Publik mengalami perubahan
beberapa kali, yang pertama berdasarkan Peraturan Mentlen Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004 yang meliputi 14 unsur, Yang
kedua mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, yang menyederhanakan
menjadl 9 Unsur dan yang ke tiga melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 terjadi perubahan, namun jumlah
unsurnya tetap 9. Setelah melihat hasil nilai SKM per unsur pelayanan, akhimya bisa
mengakumulasikannya menjadi nilai SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Naetuna Secara keseluruhan, sebagaimana tabel 5.1 dihalaman berikut :

Tabel 5.3
Indek Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tahun 2021 Semester | Tahun 2022

Nilal IKM/Unsur | IKM Unit

No. Unsur Pelayanan Rata-Rate | Layanan Pelayanan
U1 | Persyaratan Pelayanan 3,30 82,50
U2 | Prosedur Pelayanan 3,44 86,00
U3 | Waktu Pelayanan 3,30 82,50
U4 | Biaya/Taril 3,04 88,50
US | Produk Spesifikasi Pelayanan 3,33 83,25 86,30
US | Kompetensi Pelaksana 3,43 85,75
U7 | Perilaku Pelaksana 3,46 88,50
U8 | Sarana dan Prasarana 3,36 84,00
ua (P nan Pe n, Saran dan

Frdomnn ngecus 3,82 95,50

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar (B86,30) berart pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipll
Kabupaten Matuna pada predikat Baik dan memenuhi harapan pelanggan (>88,30).



Tabel 5.4
Indek Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tahun 2021 Semester |l Tahun 2022

Nilai IKM/Unsur IKM Unit

5 kb e Rata-Rata | Layanan | Pelayanan
U1 | Persyaratan Pelayanan 3,47 86,75

U2 | Prosedur Pelayanan 3,48 86,50

U3 | Wakiu Pelayanan 3,39 B4,75

U4 | Biaya/Tarif 2.89 a87.25

US | Produk Spesifikasi Pelayanan 3,46 86,50 87,81
U6 | Kompetens! Pelaksana 3,48 87,00

uv Perilaku Pelaksana 3,44 86,00

U8 | Sarana dan Prasarana 342 85,50

g Funang:rnn Pengaduan, Saran dan 3.92 98,00

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakal sebesar (B7,81) berarti pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Natuna pada predikat Baik dan memenuhi harapan petanggan (=88,30),
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BAB Vi
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN
Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagai panyadia layanan
wajib untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Berikut kesimpulan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Natuna pada tahun 2022 :
A. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Semester | Tahun 2022
1. Pencapaian hasil pangukuran SKM secara kumulatif adalah 86,30. Hal Ini berart
sacara umum pelaksanaan pelayvanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipll Kabupaten Matuna sudah sangat baik dan sudah memenuhl harapan
pelanggan yaitu > 88,30 walaupun belum mencapal titik maksimum 4 yaitu baik.
Dua unsur berada dalam kategori sangat baik yaitu pada komponen
- Biayaftarif (98,50).
- Penanganan Pengaduan (85,50,
Dan tujuh unsur berada dalam kategori baik yaitu pada komponen |
- Persyaratan Pelayanan (82,50);
Prosedur Pelayanan (86.00);
= Waktu Pelayanan (82,50),
- Produk Spesifikasi Pelayanan (83,25);
- Kompetensi Pelaksana (B5,75);
- Perilaku Pelaksana (86,50);
- Sarana dan Prasarana (B4,00.
2. Pada tingkat unit paiayanan, ada satu unsur dengan nilal terendah sehingga periu
mendapat perhatian untulk lebih ditingkatkan lagi adalah
- Persyaratan Pelayanan (82,50},
- Waktu Pelayanan (82 50).
3. Unsur dan area pelayanan dengan nilai tertinggi yang dimiliki olsh unit pelayanan
sarta pariu mendapat apresiasi dan terus dipertahankan adalah;
- Biayaharif (98.50);
- Penanganan Pengaduan (85 50);
B. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Semester || Tahun 2022
1. Pencapaian hasil pangukuran SKM secara kumulatif adalah 87,81, Hal ini bararti
sacara umum pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipll Kabupaten Natuna sudeh sangat balk dan sudah memenuhi harapan
pelanggan yaitu > 88,30 walaupun belum mencapal titik maksimum 4 yaitu baik.



Dua unsur barada dalam kategor sangat baik yaitu pada komponen
Biayaftarf (97,25)
- Pananganan Pengaduan (98,00);
Dan tujuh unsur berada dalam kategori baik yaitu pada komponen :
- Parsyaratan Pelayanan (86,75);
- Prosedur Pelayanan (B6,50);
- Waktu Pelayanan (B4, 75);
- Produk Spesifikasi Pelayanan (86,50);
- Kompetens| Pelaksana (B7,00);
- Perilaku Pelaksana (86,00);
- Sarana dan Prasarana (85,50).
2. Pada tingkat unit pelayanan, ada salu unsur dangan nilai terendah sehingga periu
mandapat perhatian untuk lebih ditingkatkan lagl adalah
- Walkiu Paelayanan (84, 75).
3. Unsur dan area pelayanan dengan nilai tertinggi yang dimiliki oleh unit pelayanan
serla perlu mendapat apresiasi dan terus dipertahankan adalah;
Biayaftarif (97,25);
- Penanganan Pangaduan (88,00);

6.2. SARAN
Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakatl terhadap pefayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada Semester | dan |l Tahun
2022 tersebut diatas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipll Kabupaten Natuna harus lebih
berkomitmen dalam hal peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui
peiatihan-pelatihan teknis. Selain itu, petugas didorong untuk lebih aktif, inovatif dan

konsentrasi / fokus memahami dan menjiwal terhadap tugas pokok yaitu Pelayanan
Publilk_

. Kedisiplinan Petugas Pelayanan dalam hal menjamin ketepatan waktu dalam proses

palayanan harus terus ditingkatkan dan periu diber apresiasi. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipll Kabupaten Natuna juga perfu terus berkomitmen untuk tetap
menjamin kemudahan prosedur sehingga wakiu pelayanan bisa leblh efektif dan
efishan.

. Penerapan kode etk pelayanan harus lebih ditekankan pada petugas pelayanan

dengan menerapkan senyum, salam dan sapa agar masyarakat merasa lebih
tertayani dengan baik.

. Agar mempermudah dan mempercepat proses pelayanan penebitan dokumen

kepandudukan dan pancatatan sipil dengan memangkas penyebab keterlambatan
tersabut,
Peningkatan Sarana dan prasarana yang ada dalam memenuhi keinginan para
pengguna iayanan.
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6.3 TINDAK LANJUT
Tindak lanjut yang dicanangkan berdasarkan rekomendasi di atas adalah sebagai
barikut

24



Tabel 5.5

TINDAK LANJUT HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

RMASALAHAN
PE REKOMENDASI RENCANA AKSI KEBERHASILAN 2023 KETERANGAN
1 Persyaratan Pelayanan yang | Akan dbelaskan melalul | Akan disampaikan Standar | Tersedianya Publikasi Melalul RRI
masih disnggap terlalu romit Forum konsultasi publik, | Pelayanan pada Sosislisasi, | Informas! layanan di Cabang Matuna, Papan
Website Dinas, Sosiafisasi | Website dan media online | Media  Elektrondk | Plang Standar
balk dl KEecamatan maupun | yang dimiikl oleh Dulkapd | dan onfine Pelayanan, ‘Website
Desa dan media online, Eab. Matuna Dukeaph dan
Sosialisash
N Wakiu Pelayanan atsu proses | Aksn dilskulan riview atas | Rapet Internal Dinas stas | Tersedisnya Perubahan pads S0P
PEngUrusan dokumen | pengelolaan  pelayanan | hasil 5KM yang dianggap | Informasi S0P | dan Standar Pelayanan
kependudukan dan pencatatan | pada  intermal  dinas | belum memenuhi keinginan | tentang wakiu
sipll masth dlanggap terlal peryebab  keterlambatan | masyarakat pelaksanaa
lama proses penerbitan pelayanan
dokumen
Perilaku pelaksana pelayanan | Akan dilakukan riview atas | Rapat Internal Dinas atas | Perubahan perilaku | Internalisasi Kode Etik
masth belum sesuai dengan | pengelolaan  pelayanan | hasil 5KM yang dianggap | petugas pelayanan elayana
keinginan masyarakat pada internal dinas | betum memenuhi keinginan
paryebab  keterlambatan | masyarakat
prosis penerbitan
dokumes
Sarana dan Prasarana pada | Akan dilakukan perbaikan | Mengintegrasikan dengan | Tersedianya enambahan
Disdukcapil yang  kurang | secara bertahap | BF3I0D dan BPEAD | anggara untuk | pengadaan Meja dan
mamadal. mengingat kondisl | berkensan dengan | penambahan sarana | kursd egawal
anggaran yang kiurang anggaran Dukcapll seris | dan prassrena pada | perbaficn ruang
menginflementasikannya Disdukcapil  Kab. | pelay
Matuna




Tabel 5.6
MATRIK RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT [SKM) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NATUMA TAHUN 2021
’ PERMASALAHAN LANGKAH-LANGKAH RENCAMNA AKSI KRITERIA HASIL WAKTU KETERANGAN
L Persyaratan Pelayanan wvang | Akan dijelaskan melalui | Akan disampaikan Standar | Tersedianya JANUART  5/D  JuULl

masih disnggap teralu ruemit Forum konsultasl publil, | Pelayanan pada Sosiaflsasi, | informasl layanan di | 2023
Website Dinas, Sosinfisasl | Website dan media online | Media  Elektronik
baik di Kecamatan maupun | yang dimiliki oleh Dukapil | dan online

Desa dan media online, Kab. Natuna

2 Waktu Pelayanan atau prosas | Akan dilakukan riview atas | Rapat Internal Dinas atas | Tersedianya JANUARI  S/D  JuLl

PEngUrusan dokumen | pengelolaan pelayanan | hasil SEM yang disnggsp | Informasi S0P | 2023
kependudukan dan pencatatan | pada  ipternal dinas | belum memenuhl keinginan | tentang waktu | |
sipl mash dianggap teralu | penyebab  keterfambatan | masyarakat pelaksanaan
lama proses penerhitan pelayanan
dokumen

3 Perilaku pelaksana pelayanan | Akan dilakukan riview atas | Rapat Internal Dinas atas | Perubahan perilaku | JANUARD  S/D  Jull

masih belum  sesusi dengan | pengelolaan pelpyanan | hasii SKM yang dianggap | pefugas pelayanan | 2023

kzinginan masyarakat pada  intermal  dinas | belum memenuhi keinginan
permyebab  keterlambstan | masyarakat
proses penerbitan
dokumen
3. Sarana dan Presarana pada | Aksn dilakukan perbalkan | Mengintegrasikan dengan | Tersedianya JANUARE 5D I
Disdukeapd yang  kurang | secars bertahap | BP3D dan BPKAD | anggarsn  unfuk 2023
miemadal. mengingat kondisl | berkenaan dengan | penambahan sarana
anggaran yang kurang anggaran Oukcapll sertas | dan prasarana pada

menginflementasiannya Disdukcapil Kab.




INFORMASI| PUBLIK DAN DOKUMENTASI YANG
TERPUBLIKASI

Publikasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
pada Website Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
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- Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

: Jin, Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai
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SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT ( 5KM ) B
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

SEMESTER | TAHUN 2022

KIA DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

SKM UNIT PELAYANAN RESPONDEN

DUMLAH : 100 Orang

—“umz_m :m;__..__z"_.unmﬂﬂﬂ.,.._.nmmﬂian
ENDIDIEAN : 5D = 12 Orang

SMP = 9 Drang
_ SMA = 47 Orang

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
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SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT ( SKM )
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
SEMESTER Il TAHUN 2022

NILAI SKM NAMA LAYANAN : KK, KTP-el, KIA DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
SKM/UNSUR
UNSUR PELAYANAN SKM UNIT PELAYANAN
o, o
== x = = = — e =——— ]
. [Persyaratan Pelayanan BG,75 JUMLAH : 99 Orang
. [Prosedur Pelayanan 86,50 JENIS KELAMIN ¢ : L=55 Orang / P =44 Orang
% 84,75 PENDIDIKAN : 5D = 10 Orang
. IB 87,15 SMP =8 Orang
. P 86,50
: _ SMA = 58 Orang
. [Kompetensi Pelaksana 87,00 Dl = - Orang
« P 85,00 51 = 22 Orang
Sarana Dan Prasarana 85,50 52 =1 Orang
anganan Pengaduan, 98,00
aran Dan Masukan - | Priode Survey = Bulan Jull s/d Oktober 2022

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ji. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp, (0773) 31480, Fax. (0773) 31351
%": o Email : disdukcappil natuna@@gmail com
i RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT [ SKM )
Di DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA,

Menimbang . a bahwa dalam rangka uniuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat
{ IKM ) atas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kebupaten Natuna dipandang periu untuk melakukan survey,

b bahwa Pembentukan Tim Suwrvey Kepuasan Masyarakat (SKM)
sebagaimana dimaksud huruf 3, perlu ditetapkan dengan suatu
keputusan,

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Natuna

Mengingat © 1. Undang-Undang MNomor 53 Tahun 1928 tentang Pembeantukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten MNatuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 181, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia MNomor 38302) sebagaimana telah diubah
baberapakali terakhir dengan Undang-Undang Momor 34 Tahun 2008
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1988
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Slak, Kabupaten Kanmun,
Kabupatan Matuna, Kabupaten Kuantan 5Singingi dan Kota Batam
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Leambaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Momar 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan  Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik |ndonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lambaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5475);

5. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubsh beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-



Menetapkan

Fedua

Ketiga

Kesmpat

Kelima

Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomaor 5879),

6. Peraturan Pemerintah MNomor 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor
23 Tahun 2006 tentang Administrasl Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lambaran
Wegarm Republik iIndonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Panyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,

8. Peratwan Daerah Kabupaten Matuna Nomor & Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyeienggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran D[aerah
Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomeor 8) ; dan

8. Peraturan Bupati Matuna Nomor 23 Tehun 2020 tentang Standar
Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Karu Tanda
Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu ldentitas Anak dan Akta
Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020
Mamor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2022,

Tim Pelaksana sabagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas -

a  menyusun dan menyiapkan bahan survey.

b, Mengolah dan membuat hasil survey.

¢ Melaporkan hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SEM)
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Matuna.

Daflar nama-nama dan |abatan dalam Tim Survey Kepuasan Masyarakal
(SKM) di Dinas Kependudukan dan Pencaiastan Sipil Kabupaten Natuna
Tahun 2022 diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Segela biaya yang ditimbulkan akibst dikelusrkannya keputusan ini
dibabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan
Matuna;

Keputusan Kepala Dinas inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
keteniuan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

'\HE ﬂl}ﬂtﬂphanm Ranai
Tanggul 15 Janugs 2022
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Tembusan disampaikan Kepada Yth .
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan

2. Arsip.



Lamplran Eeputusan Kepala Oines Eependudukan Dan
Pencatatan Sipll Kabupaten Natuna

¢ A7 Tahun 2022

Tonggal : P Januarl 2022

DAFTAR NAMA-MARMA DAN JMABATAN DALAM TIM SURVEY KEPLUASAN MASYARAKAT [SKM]
D DFNAS KEPENDUDUNAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MATUNA,
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